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Kualifikasi Pelaksana

1.
2.
3
4. C
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

8.

- 9.

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,;
Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara : -

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Femerintahan

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintanh;,
Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan - Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan L

Keuangan,

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiamana telah dirubah beberapa kali
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negaeri Nomor 21 Tahun 2011

-1 1. Memahami Peraturan - Mengenai Pengelolaan Keuangan

daerah; :
2. Memiliki pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Memilki Kemampuan untuk mereviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. '




tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negaeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penggandaan Dokumen;
2. SOP Pendo_kumentasian Dokumen;

1.

o

Instrumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun
berkenaan; :
Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;

Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Seperangkat Komputer yang dilengkapi dengan Aplikasi
Office dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Seperangkat Meja dan Kursi Kerja,
y

ATK.

Penngatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintahan Daerah.

2. Reviu dapat dilaksanakan minimal Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi
Anggaran telah selesai disusun.

3. Tanggung jawab hasil Reviu terbatas pada data dan dokumen yang
disampikan oleh BPKAD dan SKPD Sampling

[ I TR

Program Kerja Reviu (PKR)
Kertas Kerja Reviu (KKR)
Naskah Hasil Reviu (NHR)
Laporan Hasil Reviu (LHR)

Buku Dokumentasi LHR

Tanda Terima Penyampaian LHR
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